PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   29   TAHUN 2005

T E N T A N G

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH  KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006

BUPATI BANTUL,

	Menimbang     :
	a. bahwa untuk mencapai tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan standarisasi harga barang dan jasa sesuai dengan perkembangan keadaan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul 2006.



	Mengingat       :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah  Nomor 32 tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang  Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang  Penyelenggaraan jasa Konstruksi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan Dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004;

13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

14. Keputusan Presiden  Nomor 42 tahun 2002 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

15. Keputusan Presiden  Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 TAhun 2005;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

17. Keputusan menteri Pemukiman dan Prasarana wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan JAsa dan Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;

18. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 27 tahun 2000 tentang penetapan kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang penetapan kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

22. Keputusan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;



	
	


	
	M E M U T U S K A N  :



	Menetapkan    :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PATOKAN HARGA BARANG BANTUAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BANTUL.

	
	


Pasal 1

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah batas tertinggi untuk harga setiap jenis barang dan jasa kecuali ditentukan lain oleh Bupati Bantul.

Pasal 3

Untuk Pelaksanaan pelelangan yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang dilelangkan berdasarkan perhitungan harga standar.

Pasal 4

Secara berkala standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 1 , dievaluasi oleh tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 5

Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul yang melakukan kegiatan/pengadaan barang dan jasa yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Bupati Bantul, melalui bagian Administrasi pembangunan Setda Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Dikecualikan dari pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pasal 5 untuk kegiatan/pengadaan khusus sebagai berikut :

a. Telah diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi;

b. Jenis barang, type, merek dan spesifikasi yang akan dibeli telah secara tegas idsebutkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang bersangkutan;

c. Nilai barang yang dibeli kurang dari Rp 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

Pasal 7

Apabila ada kebijakan Pemerintah dibidang perekonomian yang menyebabkan harga barang dan jasa tidak dapat dikendalikan maka dapat dipergunakan harga pasar yang berlaku sampai dengan diadakan penyempurnaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 JAnuari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 13 desember 2005

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor     28           Tahun 2005

Tanggal 13 desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858
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